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ARBSTRAK

Tindak Pidana Narkotika semakin  banvak terjadi dikalangan remaja
khususnya dan masyarakal Indonesia pada umumnya, Penvalahpgunaan narkotika
yang terjadi tidak hanya membahayvakan keschatan masyarakar atau DEngOUNAnYa,
ketapi juga merupakan bahaya yang sangat serius menimpa masyarakal secara
menyeluruh, Adapun pelaku dan tindak pidana tersebut tidak saja dari kalangan
omang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Undang-Undang Nomor 22
Tabun 1997 memberikan ancaman pidana vang berat bagi pelaku penyalahpunaan
narketika. Dalam pemberantasan tindak pidana narkotika pihak Polri diberi
wewenang khusus oleh negara sebagai penvidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan
Perzturan Pemerintah Nomeor 27 Tahun 1983, Permasalzhan dalam skripsi ind
adalah: Bentuk perlindungan bukum yang diberikan kepada anak vang melakukan
penvalahgunaan parkotika. Perlindungan hukum vang diberikan penyidik kepada
anak yang melakukan penyalahzunaan Markotika dalam proses penvidikan,
Kendala vang ditermu penvidik dalam memberikan perlindungan bukum terhadap
anak vang melakukan tindak pidana Narkotika, Metode vang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pada
aspek hukum (perundang-undangan) vang berlaku dikaitkan dengan prakick
dilapangan, Hasil penelitian memperlibatkan: Bentuk perlindungan hukum
terhiadap anak yang melakukan penyalabgunaan narkotika pada tingkat penyidikan
adalah dengan memberikan perlindungan khusus sesuai dengan hak-hak atas anak
yang sudah diatur oleh Undang-Undang, Upaya vang diberikan penyidik untuk
melindungi anak  vang melakukan penvalahgunaan narkotika dalam proscs
penyidlikan adalah dengan diberikan haknva sesai dengan Pasal 50-60 KUHP
sebagai tersangka dan terdakwa, Kendala yang dihadapi penyidik dalam
melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah sulitnya memperaleh
informast tentang pengedar atau pemakai narkotika, kurangnya kesadaran hukum,
adanya ketimpangan antara praktek di lapangan dengan ketentuan yang terdapat di
dalam Undang-Undang dalam memberikan perlindunpan hukum kepada anak
yang melakukan tindak pidana Markotika, Saran untuk perbaikan penegakan
hukum ke depan adalab perlunya kerjasama vang baik antara penvidik dan
masyarakat dan tersediunya fasilitas untuk memperlancar pelaksanaan peryidikan,



BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia bahkan duniz ssat ini sedang dihadapkan pada
readaan vang sanga mengkhawatirkan akibat semakin banyaknva pemakaian
tidak sah bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini semakin meresahkan
masyarakat akibal meluasnya peredaran narkotika di dalam masyarakat. Hal
i sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangss dan negara selanjutnya,
karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa
vany akan datang.

Tindak kejohaan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secars
sembunyl — sembunyi, wiapi sudah terang — terangan vang dilakukan oleh
pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya jw
inarkatika), Meskipun narkotika s:ngst bermanfaat dan diperlukan untuk
pengobatan dan pelayanun keschatan, namun apabila disalabgunakan tidak
sesual dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat vang dapa
merugikan negara, perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.
Meningkatnyva tindak pidana narkotika ini pada umumya disebablkan dua hal
vaibu:

L. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang hesar,
2. scdangkan pars pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan
hidup, sehingga beban spikis yang dialami dapat dihilangkan. Janji

yang diberikan Narkotika ity menyebabkan mesa takut terhadap resiko



tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan
rasa keberanian.

Para pelaku tindak pidana fersebut terutama kelompok para pemakal
adalah orang — orang berusia muda, bahkan ada jupa melibatkan apural
penegak hukum it sendin.Contoh vang dapat kita libal anak SEQUANE perwira
tinggi TNT AD { Agus Isrok aliss Letda TNI AD Deky Setiawan) yang
tretangkap basah membawa empal kilogram shabu-shabu di Hotel Trevel
Jakarta pada angeal 8 Apustus 1999 lale. oleh Operasi Kiklat Java Polres
Jakarta Barat. Pada hal Agus Isrok adalah seorang perwira muda anggota
pastkan elite Kopasus dengan jabatan wakil komandan unit khusus
Detasemen 441 Group IV Kopasus Cijantung Jakarta, Putra mantan KSAD
Jendleral TNT Subagyo H.5. Contoh lain vang dapat kita Lhat i daerah
Pariaman, i mana si tersangka adalah salab saty siswa salah sat SMU vang
ads di Parlaman yang menjadi pemakai dan pengeuna narkoba, S tersangks
ditangkap di Hotel Nan Tongga Pariaman, Dan seharang tersangka mendekam
ditahanan Polresta Pariaman,” Dan begity juga dengan RK [18) warga
Singkarak, Kabupaten Solok, lerpaksa mendekam  dalam  tahanan  di
Mapolresta Solok semenjak, jumar, tangzal 11 Mei 2007 laluy, sitersangka
terlibat dalam kasus panja, RK diamankan pelugas ketika sedang berada di
dalam angkot.’

Data di atas dapat kita lihat menurat penelitian yane dilakukan

terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkotika pada UIMUImnya para
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliian dan pembahasannya, dapat disimpulkan

sebagai herikut:

2

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak vang melakukan

penyalahpunaan narketika adalah dengan diberkannya hak-hak anak

sesual dengan vang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,
yakni memberikan Perlindungan Khusus dengan memperhatikan akan hak
dan kewzjiban anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak dan hak-hak ansk vang terdapat dalan Konvensi Anak.

Perlindungan hukum  yang diberikan penyidik kepada anak  yang

melakukan penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan adalah:

. Selamy proses penyidikan anak tersebut didampingi oleh orang 1z
atau pendampingnya (penasehal hukum), dalam hal ini kondisi anak
lahil

b Anak akan diberikan haknya sehagai tersangka dan terdakwa sesuai
dengan Pasal 50-68 Kiab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¢ Selelah st oanak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidis maka
selanjuinys diajukan ke penuntul umuom, oleh penuntut umom perkara
tersebut dizjukan ke Pengadilan

d. Selama pemeriksaan di tingkat penvidikan dan pengadilan maka si

anak mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranys diputuskan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakal Indonesia bahkan dunia saat ini sedang dihadapkan pada
keadaan yang sangal mengkhawatickan ahibat semakin banyaknya pemakaian
tidak sah bermacam-macam narkotika. Kekhawatiran ini semakin meresahkan
masyarakal akibat meluasnya peredaran narkolika di dalam masvarakat. Hal
ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya,
karena penerasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa
yang akan datang.

Tindak kejahalan narkotika sasmt ini tidak lagi dilakukan secara
sembunyi — sembunyi, tetapi sudah terang — terangan vang dilakukan oleh
pemakal dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahava ity
tnarkotika), Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan wntuk
pengobatan dan pelavanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak
sesual dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibag vang dapat
merugikan negara, perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.
Menmingkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumya disebabken dus hal
yaitu:

1. Bagi para pengedar menjanjiken keuntungan vang besar,
2. sedangkan pera pemakal menjanjikan ketentraman dan ketenangar
hidup, sehingga beban spikis vang dialami dapat dihilangkan, Janji

vang diberikan Markotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko



lertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan
rasa keberanian, '

Para pelaku tindak pidana tersebut teritama kelompok para pemakai
adalab orang — orang berusia muda, bahkan ada juga melibatkan aparal
penegak hukum itu sendiri. Contoh yang dapat kita lihat anak scorang perwin
linggi TND AD ( Agus Isrok alias Lewda TNI AD Deky Setiawan) yang
tretangkap basah membawa empat kilogram shabu-shabu di Hotel Travel
Jakarta pada tanggal 8§ Agustes 1999 lalu, oleh Operasi Kiklae Java Polres
Jakarta Baral. Pada hal Agus Isrok adalah seorang perwira muda anggots
pasukan ¢lite Kopasus dengan jabatan wakil komandan unit khusus
Detasemen 441 Group IV Kopasus Cijantung Jakarta, Putra mantan KSAD
Jenderal TNI Subagye H.S. Conteh lain wang dapat kita lihat di daerah
Pariaman, di mana si tersangha adalah salah salw siswa satah satu SMU vang
ada di Pariaman yang menjadi pemakai dan pengeuna narkoba, Si tersanpgka
ditangkap di Hotel Nan Tongga Pariaman. Dan sekarang tersangka mendekam
ditahanan Polrestz Parjaman.” Dan hegiry juga dengan RK (18} warga
Singkarak, Kabupaten Solok, terpaksa mendekam dalam  tahanan  di
Mapolresta Solok semenjak, jurmat, tanggal 11 Mei 2007 lalu, sitersangka
terlibat dalam kasus ganja, RK diamankan petugas ketika sedang berada di
dalam angkot.”

Data di atas dapat kita lihat menunit penclitian vang dilakukan

terhadap orang-orang yang terkail dalam kasus narkotika pada LU YE pard
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BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembabasannva, dapal disimpulkan
sehagai herikul;

| Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak vang melakukan

penyalzhgunaan narkotika adalah dengan diberikannya hak-hak anak

sesual dengan vang diagur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
yaknl memberikan Perlindungan Khusus dengan memperhatikan akan hak
dan kewajiban anak vang rerdapat dalam Undang-Undang Perlindungan

Anak dan hak-hak anak vang terdapal dalan Konvensi Anak,

Z. Perlindungan  hukum  yang  diberikan penvidik  kepada  anak  vang
melakukan penvalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan adalah:

a. Selama proses penyvidikan anak tersebur didampingi oleh orung tua
atan pendampingnya (penasehal hukwe), dalam hal ini kondisi anak
labil

b Anak akan diberikan haknya sebagai tersangka dan terdakwa sesuai
dengan Pasal 50-68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

. Selelah sioanak mendapatkan pemeriksaan oleh penvidik maka
selanjuinya diajukan ke penuntut umum, oleh penemat umom perkara
tersebut digjukan ke Penpadilan

d. Selama pemeriksaan di tingkat penyvidikan dan penpadilan maka s

anak mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya diputuskan.
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